WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO

Menimbang : a. babhwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Pemerintahan Daerah atas dasar tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
bersama Walikota Palopo telah menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan
Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 3211/XI/Tahun 2019 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Palopo Tehun Anggaran 2020
den Rancangan Peraturan Walikota Palopo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2020 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang -
undangan yang lebih tinggi;

¢c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Palopo Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan
Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4186) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomeor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Noimor 5049)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Reipublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), scbagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 ;

dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan
WALIKOTA PALOPO
MEMUTUSKAN :

Menetapian: PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

(1

)

Pendapatan Daerah Rp. 1.006.012.489.608
Belanja Daerah Rp. 1.106.452.239.608
Surplus / {Defisit) Rp. (100.439.750.000)

Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 103.381.125.000
b. Pengeluaran Rp. 2.941.375.000

Pembiayaan Netto Rp. 100.439.750.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. -

Pasal 2

Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 189.592.384.308
b. Dana Perimbangan sejumilah ; dan Rp. 734.654.757.000
c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 81.765.348.300

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan:

a. Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp. 35.647.700.000

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 10.443.967.200

c. Hasil Pengelolean Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 7.500.0600.000
sejumlah ; dan

d. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 136.000.717.108



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sejumlah Rp. 15.320.569.000
b. Dana Alokasi Umum sejumlah ; dan Rp. 549.105.917.000
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 170.228.271.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Rp, 48.475.555.100

Daerah Lainnya
b. Dana Penyesueaian dan Otonomi Khusus ; dan Rp. 7.970.110.000
¢. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Rp. 6.141.883.200
Lainnya
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah ; dan Rp. 442.871.703.376
b. Belanja Langsung sejumiah Rp. 663.580.536.232

(2} Belanja Tidak Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a terdiri dari jenis
belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 424.207.003.323
b. Belanja Bunga Rp 5.464.307.563
c. Belanja Hibah Rp. 10.845.800.000
d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 500.000.000
€. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Rp 854.592.490
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai
Politik ; dan
f. Belanja Tidak Terduga Rp. 1.0600.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 56.667.651.600
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah ; dan Rp. 273.469.106.927
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 333.443.777.705
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumiah ; dan Rp. 103.381.125.000
b. Pengeluaran sejumlah Rp.  2.941.375.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Rp. -
Sebelumnya ; dan

b. Penerimaan Piutang Daerah Rp. 103.381.125.000

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembayaran Pokok Utang Rp. 2.941.375.000



Diundangkan di ~ Palopo
pada tanggal 30 Desember 2019

SEEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiranl : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2. Lampiran Il : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiranlll : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;

5. Lampiran IVe: Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan Dan
Jenis Terhadap Jenis Belanja Dan Jenis Pengeluaran;

6. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

7. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 30 Desember 2019

A r——e

e

FIRMANZA DP

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2019 NOMOR : 11 TAHUN 2019
No.Reg. : B.H.K.HAM.11.245.19



LampiranI Peraturan Daerah
Nomor : 11 Tahun 2019
Tanggal : 30 Desember 2019
PEMERINTAH KOTA PALOPO
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
URAIAN JUMLAH
i 2 3
1 PENDAPATAN 1.006.012.489.608,00
1 S | PENDAPATAN ASLY DAERAH 189.592.384.308,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 35.647.700.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 10.443.967.200,00
1.4.3 Hasit Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.500.,000.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 136.000.717.108,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 734.654.757.000,00
1.2:1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 15.320.568,000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 549.105.917.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 170.228.271.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 81.765.348.300,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 19.177.800.000,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 48.475.555.100,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 7.970.110.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 6.141.883.200,00
2 BELANJA 1.106.452.239.608,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG ) 442871703376,00
2.1.1 Belanja Pegawai 424.207.003.323,00
2.1.2 Belanja Bunga 5.464.307.563,00
2.1.4 Belanja Hibah 10.845.800.000,00
2.1:8 Belanja Bantuan Sosial 500.000.000,00
2-015'F Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan 854.592.490,00
Desa dan Partai Politik
&1kl Belanja Tidak Terduga IR ..o
2,2 BELANJA LANGSUNG 663580.536232,00
2.2.1 Belanja Pegawai 56.667.651.600,00
Zig 2l Belanja Barang dan Jasa 273.469.106.927,00
2:2:3 Belanja Modal 333.443.777.705,00
SURPLUS / (DEFISIT) (100.439.750.000,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.l PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 103.381.125.000,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 103381125000,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH ~ 2.941.375.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokck Utang 2.941.375.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 100.439.750.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

Palopo, 30 Desember 2019
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